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BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Perjanjian Transaksi

Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran

sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli lahir pada saat terjadinya kesepakatan yang dimana
perjanjian yang dilakukan dalam media elektronik itulah yang menjadi
kesepakatan anatara kedua belah pihak tanpa tanda tangan di atas kertas.
Adapun dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 merupakan bentuk
atau dasar terbentuknya hukum e-commerce (elektronik) di Indonesia,
perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan objektif.
Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan alat elektronik seperti komputer, jaringan komputer, atau
media elektronik lainnya. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang
terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui
suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik
dan sesuai ketentuan pasal 1 angka 17 UU ITE disebutkan bahwa “kontrak
elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau

media elektronik lainnya ™.
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Adapun dalam pasal 17 ayat 2 UU ITE, telah dijelaskan secara jelas
bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad
baik dalam interaksi atau pertukaran informasi elektronik dan dokumen
elektronik selama transaksi berlangsung”.

. Dalam transaksi jual beli melalui elektronik pasti banyak keresahan dan
masalah yang timbul terutama bagi konsumen yang mana masih fakum
tentang rana hukum yang ada dalam jual beli melalui elektronik sehingga
bisa menyebabkan wanprestasi antara penjual dan pembeli. Penjual harus
memberikan informasi yang terperinci, jujur, dan akurat atas produk yang
dijualnya kepada konsumen. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika hak dan kewajiban
penjual dan pembeli tidak melakukannya dengan baik serta memenuhi
prestasi tersebut maka pihak yang tidak menerima hak nya dapat
melakukan tuntutan atau ganti rugi. Lemahnya kedudukan pembeli dalam
transaksi jual beli elektronik menjadikan dimana pelaku usaha juga
bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukannya, pasal 21 ayat
(2) huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa ‘jika dilakukan sendiri segala
akibat hukum dan pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung
jawab para pihak yang bertransaksi”. Apabila pelaku usaha atau penjual

tidak bertanggung jawab setelah melakukan wanprestasi pada alur
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pembayaran elektronik maka costumer dapat menuntut pelaku usaha
melalui alur hukum yang telah di tentukan dalam pasal 38 dan 39 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam pasal
tersebut menjabarkan bahwa setiap orang bisa mengajukan gugatan kepada
para pihak yang merugikannya didalam alur pembayaran online dan
penyelesain perselisihan dengan arbitrase ataupun instansi penyelesaian
sengketa alternative. Adapun alat bukti tersebut berupa bukti transfer,
email yang menyatakan suatu pemufakatan untuk pembelian dan juga
identitas pelaku usaha beserta rekening seperti nama, alamat, nomor
telepon, dan nomor rekening pelaku usaha tersebut.

. Dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang terkait, akan tetapi
berhubungan melalui internet. Dalam jual beli secara elektronik pada
dasarnya masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual atau pelaku
usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet. Oleh
karena itu penjual bertanggung jawab atas memberikan secara benar dan
jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen.
Disamping itu penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenalkan
undang-undang maksutnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau
mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah
barang yang layak untuk diperjualkan. Penjual juga bertanggung jawab

atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen.



75

Transaksi jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun
yang membelinya, dikarenakan seorang penjual atau pelaku usaha
memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen
atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk medapatkan
perlindungan atas tindakan konsumen yang tidak beritikad baik dalam
melaksanakan jual beli melalui internet, jadi pembeli berkewajiban untuk
membayar sejumlah harga atas produk atau jasa yang telah dipesannya
pada penjual tersebut. Pembeli atau konsumen berhak mendapatkan
informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dan pembeli
juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual atau
pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Bank sebagai perantara dalam
transaksi jual beli secara elektronik, berkewajiban dan bertanggung jawab
sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk tersebut karena
pembeli atau konsumen yang berkeinginan membeli prdoduk dari penjual
melalui internet letaknya berada saling berjauhan sehingga pembeli
termaksud harus menggunakan fasilitas Bank untuk melakukan
pembayaran atas harga produk yang dibelinya dari penjual, misalnya
dengan proses pentrasferan dari rekening pembeli ke rekening penjual.
Dalam pasal 12 ayat (1) UU ITE, tanggung jawab seseorang dalam
tanda tangan elektronik bahwa “setiap orang yang terlibat dalam tanda
tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda
tangan elektronik yang digunakannya”. Dalam pasal 21 ayat (2) UU ITE,

dijelaskan bahwa “pengamanan tanda tangan elektronik sebagaiamana
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yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : sistem tidak dapat diakses oleh
orang lain yang tidak berhak, penanda tangan harus menerapkan prinsip
kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap
data terkait pembuatan tanda tangan elektronik, penanda tangan harus
tanpa menunda-nunda, dalam hal sertifikat digunakan untuk mendukung
tanda tangan elektronik”. Pasal 12 ayat (3) menjelaskan bahwa “setiap
orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian yang
timbul”. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian
yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian
pengamanan atas tanda tangan elektronik tersebut.
5.2. Saran

1. Dalam suatu perjanjian jual beli yang timbul dan marak sekali terjadi
dalam masyarakat, seharusnya dengan kemajuan yang ada dalam
perjanjian jual beli melalui internet perlu mengadakan sosialisasi tentang
aturan yang ada dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronik agar masyarakat lebih paham tentang perjanjian jual beli
melalui internet dan mengetahui rana hukum yang ada dalam perjanjian
tersebut.

2. Mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli online setidaknya perlu
ada kepastian maupun teori yang ada dalam Undang-Undang Informasi
Dan Transaksi Elektronik agar lebih jelas sehingga para pelaku bisa

mengetahui bentuk-bentuk dari wanprestasi tersebut.
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3. Tanggung jawab bagi para pihak dalam suatu perjanjian juga perlu
kepastian hukum secara jelas walaupun perlindungan bagi para pihak
sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronik akan tetapi para pihak kebanyakan tidak mengetahui hal
tersebut. Jadi pemerintah disini harus memberikan kepastian yang lebih
jelas lagi tentang perjanjian transaksi jual beli yang ada dalam elektronik
agar kesalahan yang pernah terjadi bisa berkurang dan lebih tentram lagi

dalam pelaksanaan jual beli melalui internet.
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